SALINAN
NOMOR 4/2018

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas
pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat perlu
disesuaikan dengan  kebutuhan  penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan perkembangan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa  berdasarkan pertimban gan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3318);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3107);

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 144);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04 /2000
tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Obyek Pajak Tidak kena Pajak BPHTB (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04 /2000
tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Obyek Pajak Tidak kena Pajak BPHTB;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara  Perumahan Rakyat
Nomor : 7/Permen/M/2007 tentang Pengadaan
Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas
Subsidi Perumahan Melalui KPR Rumah Susun
Bersubsidi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);



24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010

Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 32, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota

Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
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Malang dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menangani bidang Pajak Daerah

Pejabat adalah Kepala Perangkat Daerah/pegawai
yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau

perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya
disebut NPOP adalah besaran nilai/harga objek
pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan

pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disebut NPOPTKP adalah besaran nilai
yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek

pajak yang tidak dikenakan pajak.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,

atau NJOP pengganti.
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Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada
tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari
transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset,
antara pembeli yang berminat membeli dengan
penjual yang berminat menjual, dalam satu
transaksi bebas ikatan, yang penawarannya
dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-
masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa

paksaan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan

bangunan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya
disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan tentang Jabatan

Notaris.

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
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besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap surat keputusan

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
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kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi
wewenang khusus oleh peraturan perundang-
undangan untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah serta

menemukan tersangkanya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang

kepada Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3

Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pemindahan hak karena :

1. jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;

waris;

o gk LD

pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lain;



b.

7. pemisahan hak yang  mengakibatkan

peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim
mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13. Hadiah.

pemberian hak baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud

ayat (1), terdiri dari:

a.

=

.0

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

yang

pada

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk

setiap Wajib Pajak.

(2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah

wasiat yang diterima orang pribadi yang masih

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu

derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,

termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5)

dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Pasal 13

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang
terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri dibayar dengan menggunakan SSPD BPHTB.
dihapus.

dihapus.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya Pajak.

SPPT, SSPD BPHTB, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, surat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, dan putusan banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran
Pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Kepala Daerah.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Oktober 2018
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI
Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR : 301 -4 /2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019




PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu dalam upaya mewujudkan

kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi

daerah dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan

lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya kewenangan

terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari pajak pusat

menjadi pajak daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh

daerah, maka Pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk melakukan

penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan demi kepentingan masyarakat

Kota Malang.

Perubahan materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain terkait dengan:

a. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

b. objek pajak;

c. cara penentuan NPOPTKP;

d. pengaturan SSPD;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka



Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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